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ABSTRAK

Residive adalah pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh sescorang
vang pernah di hukum karena telah melakukan kejahatan lagi, dan di dalam
kejahatan sebelumnya sudah diputus oleh hakim sedangkan waktu dilakukannya
kemball belum mencapai 3 tahun, Suatu kejahatan secara umum dikatakan sebagai
perbuatan vang bertentangan dengan undang-undang pidana. Dengan demikian
Residivis disebut sebapai pelaku kejahatan yang berulang kali, hal mana
dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi pidana atas kesalahannya dan
negara melalui pengadilan. Oleh karena itu Residivis sebagai pelaku kejahatan
berulang kali adalah orang yang berulang kali dijatuhi hukuman oleh pengadilan.
Adapun perumusan masalah dalam pembahasan ini adalah, Bagaimanakah
pengulangan tindak pidana (residivis) sebagai pertimbangan hakim dalam
menjatubkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, Apakah kendala
vang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengulangan

| tindak pidana narkotika (Residivis), serta Apakah upaya-upava yang dilakukan
oleh penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya Residivis. Dalam penulisan
skripsi int penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu
suatu  metode penelitian  yang menekankan praktek di lapangan untuk
mendapatkan data primer dari pihak vang berwenang pada Pengadilan Negen
Kelas I A Padang, dengan melakukan wawancara serta penelitian kepustakaan
untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari pendapat atau hasil
penelitian dari para sarjana serta buku-buku vang ada hubungannya dengan pokok
pembahasan penulis, setelah itu penulis menganalisa data tersebut secara kualitatif
dengan cara mempelajari hasil penelitian data primer dan data sekunder yang
disusun dalam bentuk skripsi. Selain itu dalam pembahasan penulis membahas
tentang, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku
pengulangan tindak pidana narkotika (Residivis), Kendala yang dihadapi Hakim
dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana narkotika
(Residivis), serta wupaya vang dilakukan oleh pencgak hukum dalam
menanggulangi terjadinva Residivis. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini
adalah, Hakim dalam mempertimbangkan serta memutuskan perkara dan
menyusun surat putusan dengan menggunakan surat dakwaan sebagal dasar

| senantiasa bertitik tolak kepada hal-hal vang memberatkan dan meringankan

| hukuman serta apabila dilakukan pengulangan dalam waktu tertentu, dapat

‘ dikenakan hukuman yang diperberat sepertiga (1/3) dan hukuman yang
diancamkan atas masing-masing perbuatan pidana.




BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
i Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Republik
Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945, vakni menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur, maka perlu
kiranya diupayakan suatu pertimbangan diberbagai aspek kehidupan, dan
salah satu aspek itu adalah pembangunan dibidang hukum.

Pentingnyva pembangunan dibidang hukum ini agar tercipta suatu pola
hidup dan tingkah laku vang baik bagi masyarakat, hingga pada akhirnya
fungsi dan hukum itu dapat dijadikan sosial kontrol bagl masyarakat, serla
menciptakan rasa aman, tertib, terkendali, Namun dalam menciptakan
masyarakat vang aman dan tertib itu pada intinya menittk beratkan pada
fungst hukum sebagai pedoman tingkah laku tersebut timbul berbagai macam
kendala. Kendala tersebut diakibatkan oleh kurangnya kesadaran hukum
masvarakat dalam berbagai kehidupan dan hal ini salah satu penyebab
timbulnya suatu tindak kriminalitas.

Tindakan kriminalitas merupakan suatu masalah yang sangat kompleks
dalam kehidupan, Berbagal media massa, baik harian ibukota maupun daerah
selalu menyuguhkan berta-berita kejahatan, di mana kejadian tersebut
kebanyakan dilakukan oleh para pelaku recidive.

Dengan telah diketahw bahwa residivis tersebut merupakan masalah yang

hzrus ditanggulangi oleh para penegak hukum, kendala tersebut disebabkan




masth kurangnya kesadaran hukum dan berbagai aspek kehidupannva dan hal
i merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan.

Recidive merupakan gejala sosial vang tumbuh dari masyarakat dan perlu
penanganan lebih senus, karena akibat adanya residive tersebut dapat
memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat, vang pada akhirnya
menimbulkan keresahan menggangou rasa aman bagi masyarakat tersebut.
Timbulnya recidive baik secara kuantitas maupun kualitas ataupun motif dan
cara-cara melakukan suatu tindak kejahatan, cenderung meningkat, baik yang
berulang kali melakukan tindak pidana. Kecenderungan peningkatan kejahatan
i sebenarnya tidak dikehendaki oleh masyarakat, akan tetapi sedikit banyak
masyarakat dapat menciptakan seseorang menjadi recidive, karena perilaku
kejahatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari masvarakat dan masyarakatlah
vang dinilai seseorang menjadi recidive.

Tidak terlepas dart pengaruh masyarakat atau lingkungan vang kurang
batk merupakan juga faktor yang sangat berpengaruh untuk terjadinya tindak
pidana residivis di samping itu faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor
Keturunan, juga merupakan penyebab terjadinva tindak pidana residivis dan
semua i tidak terlepas dan bagaimana hakim dalam menjatubkan putusan
terhadap residivis apar dapat menimbulkan efek jera bagi para terpidana dan
pembinaan vang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai gerbang
terakhir yang dapat menyebabkan terjadinya residivis.

Mengingat recidive inl merupakan pengulangan kejahatan di mana atas

tzjzhatan yang dilakukuan terdahulu vang telah dijatuhi pidana oleh hakim

vang telah mempunyai kekutatan hukum tetap. Dalam Kitab Undang-Undang




BAB 1V

PENUTUP

A, Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya seria

berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan, maka Penulis dapat

menyimpulkan sebagai berikut :

L.

12

Lia

Hakim dalam mempertimbangkan serta memutuskan perkara dan
menyusun surat putusan dengan menggunakan surat dakwaan sebagai
dasar semantiasa bertitik tolak kepada hal-hal vang memberatkan dan
meringankan hukuman serta apabila dilakukan pengulangan dalam waktu
tertentu, dapat dikenakan hukuman vang diperberat sepertiga (1/3) dari
hukuman yang diancamkan atas masing-masing perbuatan pidana.
Kendala dalam pemeriksaan yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana, sering tidak adanya
pengakuan tersangka pada pihak penyidik atau kepolisian pada waktu
penyidikan, bahwa tersangka pernah melakukan tindak pidana beberapa
kali, sehingga tidak terungkapnya di persidangan. Seharusnya pihak
penvidik melakukan konfirmasi ke pihak pengadilan, apakah tersangka
pernah atau tidak dihukum sebelumnya.

Sedangkan upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menanggulangi
terjadinya Residivis adalah Memberikan berupa penyuluhan hukum
kepada masyarakat atau residivis untuk tidak mengulangi lagi perbuatan

kejahatan yang telah dilakukannya serta memberikan bimbingan secara
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